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Abstraksi. Penelitian ini menganalisis perbedaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (1) 
sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (2) terhadap 
penghasilan bersih (4) karyawan tetap PT BCD. Kebijakan ini memperkenalkan tarif efektif rata-
rata (Tax Effective Rate/TER) (3) untuk Januari–November, sedangkan tarif progresif digunakan 
pada Desember. Dari 40 karyawan tetap, 29 dianalisis setelah penyaringan data. Analisis 
menggunakan uji normalitas, Paired Sample t-Test, dan Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil 
menunjukkan terdapat perbedaan signifikan, di mana TER menghasilkan potongan lebih rendah 
sehingga meningkatkan take home pay (5). Temuan ini berimplikasi pada efisiensi perencanaan 
kompensasi perusahaan dan mendukung penyederhanaan administrasi perpajakan.. 

Kata Kunci: PPh 21, PP 58/2023, tarif efektif rata-rata, penghasilan bersih, take home pay. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pajak merupakan instrumen utama negara dalam menghimpun penerimaan yang digunakan 
untuk membiayai pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari 
berbagai jenis pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) menempati posisi penting karena 
langsung dikenakan atas penghasilan karyawan tetap maupun tidak tetap sebagai wajib pajak orang 
pribadi. Mengingat sebagian besar tenaga kerja di Indonesia bekerja sebagai karyawan di sektor 
formal, PPh 21 memiliki peranan strategis baik bagi penerimaan negara maupun kesejahteraan 
pekerja. 

Dalam dua tahun terakhir, kinerja penerimaan pajak menunjukkan capaian positif. Pada tahun 
2022 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp2.034 triliun atau 114,01% dari target, sedangkan pada 
tahun 2023 meningkat lagi sebesar 5,94% atau Rp120,9 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. 
Angka ini mencerminkan kepatuhan wajib pajak yang semakin baik, namun di sisi lain juga 
menuntut sistem perpajakan yang lebih sederhana, adil, dan efisien agar kepatuhan tersebut dapat 
terus terjaga. 

Selama ini, perhitungan PPh 21 dikenal cukup kompleks. Perusahaan harus memperhitungkan 
berbagai komponen seperti tarif progresif, biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena 
Pajak (PTKP). Kompleksitas ini kerap menimbulkan kebingungan, baik di pihak perusahaan selaku 
pemotong pajak maupun karyawan sebagai wajib pajak. Untuk menyederhanakan sistem tersebut, 
pemerintah melakukan reformasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang berlaku 
sejak 1 Januari 2024. Regulasi ini memperkenalkan metode Tarif Efektif Rata-rata (Tax Effective 
Rate/TER) sebagai dasar perhitungan PPh 21 bulanan untuk periode Januari–November, sementara 
pada bulan Desember tetap digunakan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. 

Penerapan TER diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, mengurangi beban 
administrasi, serta menyederhanakan perhitungan PPh 21. Namun, kebijakan ini sekaligus 
membawa implikasi nyata terhadap jumlah pajak yang dipotong dan penghasilan bersih (take home 
pay) karyawan tetap. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa TER mampu menurunkan 
potongan pajak sehingga meningkatkan penghasilan bersih, tetapi ada juga yang menyoroti risiko 
terjadinya potongan berlebih terutama ketika penghasilan tidak tetap seperti bonus atau tunjangan 
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hari raya dihitung bersama gaji bulanan. Kondisi ini menimbulkan pro dan kontra, baik di kalangan 
perusahaan maupun karyawan. 

Berangkat dari kondisi tersebut, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi. Pertama, 
adanya perbedaan metode penghitungan PPh 21 sebelum dan sesudah diterapkannya PP 58/2023, 
yaitu tarif progresif versus tarif efektif rata-rata. Kedua, perbedaan metode ini berpotensi 
memengaruhi jumlah pajak yang dipotong serta besarnya penghasilan bersih yang diterima 
karyawan tetap. Ketiga, belum terdapat cukup bukti empiris yang menjelaskan apakah perubahan 
metode penghitungan ini secara statistik menimbulkan perbedaan yang signifikan terhadap 
penghasilan bersih karyawan. 

Untuk memperjelas fokus, penelitian ini dibatasi pada analisis perbandingan penghasilan 
bersih karyawan tetap sebelum dan sesudah diberlakukannya PP 58/2023. Penelitian tidak 
membahas kebijakan perpajakan lain, tidak menelaah aspek hukum atau kepatuhan administratif, 
serta tidak membahas perubahan kebijakan perusahaan atas komponen penghasilan. Fokus 
utamanya adalah pada perbedaan nominal penghasilan bersih karyawan akibat penerapan tarif 
progresif (sebelum PP 58/2023) dan tarif efektif rata-rata (sesudah PP 58/2023). 

Pertanyaan Penelitian 

Perubahan metode perhitungan PPh Pasal 21 dari tarif progresif ke Tarif Efektif Rata-rata (Tax 
Effective Rate/TER) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 menimbulkan sejumlah 
pertanyaan penting. Identifikasi masalah menunjukkan adanya tiga isu pokok: 
1. Terdapat perbedaan sistem penghitungan PPh 21 sebelum dan sesudah PP 58/2023, yang 

berimplikasi pada besarnya pajak yang dipotong. 
2. Perubahan tersebut berdampak langsung terhadap penghasilan bersih (take home pay) 

karyawan tetap. 
3. Belum jelas apakah perubahan sistem ini menimbulkan perbedaan yang signifikan secara 

statistik pada penghasilan bersih karyawan tetap 

Dalam literatur, ditemukan perbedaan pandangan mengenai efektivitas kebijakan ini. Sebagian 
peneliti menilai bahwa TER menyederhanakan administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak 
(Fitria Novi Nuraini, 2024), sementara penelitian lain mengingatkan adanya risiko pemotongan 
berlebih terutama pada penghasilan tidak tetap (Hanifah & Hayati, 2024). (Wicaksono Kurniawan 
Agung, n.d. 2022) menegaskan bahwa kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra karena langsung 
memengaruhi jumlah pajak terutang. Perbedaan perspektif ini menunjukkan bahwa masih terdapat 
ruang untuk pengujian empiris lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengajukan 
pertanyaan utama sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada penghasilan bersih karyawan tetap antara 
periode sebelum dan sesudah diterapkannya PP Nomor 58 Tahun 2023? 

Dengan mengajukan pertanyaan penelitian ini, studi diharapkan mampu mengisi celah yang 
belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya, yaitu bukti kuantitatif mengenai dampak 
kebijakan pajak baru terhadap kesejahteraan karyawan melalui penghasilan bersih yang diterima. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian Pajak dan Fungsinya 

Pajak merupakan kewajiban warga negara kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-
undang tanpa adanya imbalan langsung. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk 
membiayai pengeluaran negara dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Beberapa ahli 
mendefinisikan pajak dengan nuansa berbeda, tetapi pada intinya sama.  

(Mardiasmo, 2018) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan 
undang-undang dan tidak mendapat balas jasa langsung. (Waluyo, 2017) menegaskan bahwa pajak 
adalah pungutan yang dipaksakan oleh negara baik pusat maupun daerah untuk membiayai 
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pengeluaran pemerintah. Sementara itu, (Musgrave, 2018) menekankan peran pajak tidak hanya 
sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat redistribusi pendapatan dan stabilisasi ekonomi. 

Berdasarkan teori Musgrave, fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga: fungsi alokasi 
(mengalokasikan sumber daya secara efisien), fungsi distribusi (mengurangi ketimpangan dengan 
redistribusi pendapatan), dan fungsi stabilisasi (menjaga stabilitas ekonomi).  

Ketiga fungsi ini menjadi kerangka teori penting dalam penelitian mengenai PPh 21 karena 
perubahan metode penghitungan pajak pada akhirnya memengaruhi distribusi pendapatan karyawan 
sekaligus stabilitas daya beli mereka. 

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) 

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan 
atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. 
Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan mencakup segala tambahan kemampuan ekonomis 
yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan, baik yang berasal dari dalam negeri 
maupun luar negeri. Objek PPh sangat luas, termasuk gaji, laba usaha, hadiah, bunga, dividen, 
keuntungan dari penjualan aset, royalti, hingga sewa. 

Subjek PPh dibedakan menjadi empat kategori: orang pribadi, badan, warisan yang belum 
dibagi, dan bentuk usaha tetap. Dengan demikian, cakupan PPh sangat luas dan menyentuh berbagai 
aspek kehidupan ekonomi masyarakat. 

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

NPWP merupakan identitas resmi wajib pajak dalam administrasi perpajakan(Mardiasmo, 
2018; Tjandra Wasesa et al., 2023). Berdasarkan UU KUP No. 28 Tahun 2007, setiap individu atau 
badan yang memenuhi kriteria wajib mendaftar NPWP. Reformasi terbaru juga mengintegrasikan 
NPWP dengan NIK sebagaimana diatur dalam PMK 112/2022, guna meningkatkan efektivitas 
administrasi perpajakan (Hartini et al., 2024). 

Reformasi ini bertujuan menyederhanakan administrasi, mengurangi duplikasi identitas, dan 
meningkatkan efektivitas sistem perpajakan. Sejak 1 Januari 2024, NIK resmi digunakan sebagai 
NPWP untuk wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam 
memodernisasi administrasi pajak agar lebih praktis dan transparan. 

Pengertian PPh Pasal 21 

PPh 21 dikenakan atas penghasilan karyawan dari gaji, upah, tunjangan, bonus, maupun 
imbalan lainnya, dan dipotong langsung oleh pemberi kerja (Suharsono & Galvani, 2020; Sumali & 
Lim, 2024). Karakteristik PPh 21 mencakup subjek, objek, serta mekanisme pemotongan dan 
penyetoran (Pohan, 2018). 

Dasar pengenaan PPh 21 diatur dalam PER-16/PJ/2016, yaitu Penghasilan Kena Pajak setelah 
dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP (Sumali & Lim, 2024). Sementara itu, UU HPP 
No. 7/2021 memperbarui lapisan tarif progresif, Perubahan terakhir dalam UU HPP No. 7 Tahun 
2021 memperbarui lapisan tarif progresif menjadi: 
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Perubahan Kebijakan PPh 21 (PP 58/2023) 

Mulai 1 Januari 2024, pemerintah menerapkan PP 58/2023 yang memperkenalkan tarif efektif 
rata-rata (TER) sebagai metode baru dalam perhitungan PPh 21. Dengan metode ini, perhitungan 
pajak bulanan (Januari–November) cukup mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif yang 
sudah ditentukan sesuai kategori penghasilan. Pada bulan Desember, perhitungan kembali 
menggunakan tarif progresif sebagaimana diatur dalam UU HPP. 

PP 58/2023 menandai pergeseran sistem perhitungan dari tarif progresif menjadi tarif efektif 
rata-rata (TER) untuk periode Januari–November. Hal ini bertujuan menyederhanakan perhitungan 
PPh 21, mengurangi beban administrasi, serta meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak 
(Aryani & Romanda, 2024; Putri et al., 2024). 

Namun, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa penerapan TER berpotensi 
menimbulkan kelebihan potongan karena penghasilan tidak tetap (misalnya bonus dan THR) ikut 
diperhitungkan bersama gaji bulanan (Hanifah & Hayati, 2024). Oleh karena itu, efektivitas 
kebijakan ini masih menimbulkan perdebatan, sehingga penting dilakukan analisis empiris terhadap 
pengaruhnya terhadap penghasilan bersih karyawan. 

Hasil Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian telah menelaah penerapan TER. (Hanifah & Hayati, 2024) menemukan 
bahwa TER mempercepat proses penghitungan PPh 21, meskipun berpotensi menimbulkan 
kelebihan potongan pada penghasilan tidak tetap. (Wicaksono Kurniawan Agung, n.d. 2022) 
menegaskan bahwa kebijakan TER menimbulkan pro dan kontra karena secara langsung 
memengaruhi besarnya pajak terutang. (Aryani & Romanda, 2024) menekankan bahwa TER 
menyederhanakan administrasi tetapi tetap memerlukan sosialisasi yang masif agar tidak 
menimbulkan kebingungan. 

Sementara itu, penelitian oleh (Dian Nur Anissa et al., 2024) dan (Fitria Novi Nuraini, 2024) 
menunjukkan bahwa PP 58/2023 memberikan dampak positif bagi karyawan tetap karena 
menghasilkan potongan pajak yang lebih kecil dibandingkan sistem progresif. Namun, mereka juga 
mencatat bahwa evaluasi jangka panjang masih diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan. 

Kerangka Berpikir dan Hipotesis 

PPh Pasal 21 merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting, khususnya dari 
penghasilan karyawan tetap. Seiring perkembangan regulasi perpajakan di Indonesia, pemerintah 
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang mengubah metode perhitungan PPh 
Pasal 21, dari tarif progresif tahunan menjadi tarif efektif rata-rata bulanan.  

Perubahan metode ini berpotensi memengaruhi besaran pemotongan pajak, penghasilan bersih 
karyawan, serta efisiensi perhitungan dan kestabilan cashflow, terutama pada akhir tahun. Oleh 
karena itu, penelitian ini membandingkan penghasilan bersih sebelum dan sesudah kebijakan 
menggunakan data riil dua tahun berturut-turut dan pendekatan kuantitatif, dengan tujuan 
memberikan gambaran objektif mengenai dampak kebijakan terhadap kesejahteraan finansial 
karyawan.  

Gambaran Kerangka berpikir sebagai berikut : 
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Dengan Hipotesis penelitian : 

H0 = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam penghasilan bersih karyawan tetap antara 
sebelum dan sesudah penerapan PP 58/2023. 

Ha1 = : Terdapat perbedaan yang signifikan dalam penghasilan bersih karyawan tetap antara 
sebelum dan sesudah penerapan PP 58/2023. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi komparatif. 
Penelitian kuantitatif dipilih karena bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat atau perbedaan 
secara numerik antara penghasilan bersih karyawan sebelum dan sesudah diterapkannya PP 
58/2023. Sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan dua periode 
perhitungan PPh 21, yaitu periode sebelum penggunaan tarif efektif rata-rata (Januari–Desember 
2023) dan periode setelah pemberlakuan PP 58/2023 (Januari–Desember 2024). 

Jenis penelitian ini relevan karena perbedaan metode penghitungan PPh 21 dapat diukur secara 
kuantitatif, dan analisis statistik dapat menunjukkan apakah terdapat perbedaan yang signifikan 
terhadap penghasilan bersih karyawan tetap. 

Populasi penelitian adalah seluruh karyawan tetap PT BCD, yaitu sebanyak 333 orang pada 
tahun 2023 dan 243 orang pada tahun 2024. Namun, tidak semua karyawan dijadikan sampel. 
Melalui teknik purposive sampling, peneliti hanya memilih karyawan tetap yang bekerja secara 
konsisten pada kedua periode tersebut.  

Dari hasil penyaringan data diperoleh 40 karyawan sebagai sampel awal, tetapi setelah 
dilakukan eliminasi terhadap data yang berstatus outlier, jumlah sampel akhir yang layak dianalisis 
adalah 29 karyawan tetap. 

Variabel penelitian terdiri dari tarif progresif sebagai variabel bebas sebelum diberlakukannya 
PP 58/2023 dan tarif efektif rata-rata (TER) sebagai variabel bebas setelah diberlakukannya PP 
58/2023, sedangkan variabel terikat adalah penghasilan bersih karyawan tetap.  

Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa rekapitulasi gaji bruto, potongan PPh 
21, dan penghasilan bersih karyawan pada tahun 2023 (periode sebelum PP 58/2023) dan tahun 
2024 (periode sesudah PP 58/2023). Instrumen penelitian berupa dokumen resmi perusahaan terkait 
laporan penghasilan dan pemotongan PPh 21. 

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif untuk memberikan gambaran umum 
data penelitian, uji normalitas untuk menguji distribusi data, serta uji beda menggunakan Paired 
Sample t-Test dan Wilcoxon Signed Rank Test untuk mengetahui signifikansi perbedaan penghasilan 
bersih karyawan tetap antara periode sebelum dan sesudah diterapkannya PP 58/2023. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sejarah Perusahaan 

PT BCD adalah perusahaan distribusi produk farmasi dan alat kesehatan yang berdiri pada 
2005 di Jakarta. Awalnya beroperasi terbatas di Jabodetabek dengan fokus pada obat generik, 
perusahaan kemudian memperluas jaringannya ke Pulau Jawa dan Sumatera. Ekspansi besar terjadi 
pada 2012 dengan pembukaan cabang baru dan penguatan armada logistik untuk meningkatkan 
efisiensi pengiriman. 

Periode 2019–2023 menghadirkan tantangan baru, terutama akibat pandemi COVID-19. PT 
BCD menyesuaikan strategi dengan mempercepat digitalisasi sistem operasional dan memperkuat 
kerja sama dengan produsen untuk menjamin ketersediaan produk esensial seperti alat pelindung 
diri, vitamin, dan obat-obatan. Selain itu, perusahaan memperluas layanan ke e-commerce farmasi 
untuk menjawab meningkatnya permintaan layanan daring. 
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Komitmen terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan tercermin melalui pengembangan sistem 
distribusi terintegrasi dan berbasis teknologi. Hingga 2023, PT BCD memiliki jaringan di lebih dari 
10 provinsi dan menjadi mitra strategis bagi rumah sakit, klinik, dan apotek, khususnya di wilayah 
barat dan tengah Indonesia. Dengan jaringan luas, efisiensi logistik, dan dukungan teknologi, 
perusahaan mampu menjamin distribusi produk tepat waktu, aman, dan sesuai regulasi. 

Perjalanan hampir dua dekade PT BCD menunjukkan kemampuan adaptasi dan inovasi dalam 
menghadapi perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dan krisis kesehatan global. Fokus 
perusahaan tetap pada peningkatan kualitas layanan, penguatan kemitraan, dan pemanfaatan 
teknologi informasi untuk memastikan distribusi produk farmasi dan alat kesehatan berjalan efektif 
dan terpercaya. Dengan visi mendukung sektor kesehatan nasional, PT BCD terus tumbuh dan 
memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat Indonesia. 

Hasil Penelitian 

Data penelitian diambil dari 29 karyawan tetap PT BCD yang konsisten bekerja pada tahun 
2023 dan 2024. Analisis deskriptif menunjukkan perbedaan penghasilan bersih karyawan pada 
kedua periode. 

      Sumber : Data olahan SPSS, 2025 

Hasil analisis deskriptif terhadap 29 karyawan menunjukkan adanya peningkatan penghasilan 
bersih setelah penerapan PP 58/2023. Rata-rata penghasilan bersih karyawan pada tahun 2023 
tercatat sebesar Rp114.884.476,19, dengan nilai terendah Rp27.012.500 dan tertinggi 
Rp209.884.518. Pada tahun 2024, rata-rata penghasilan bersih meningkat menjadi 
Rp131.447.566,92, dengan nilai terendah Rp65.565.000 dan tertinggi Rp236.708.645.  

Peningkatan rata-rata penghasilan sebesar Rp16.563.091 atau sekitar 14,42% ini menunjukkan 
bahwa kebijakan baru memberikan dampak positif terhadap take home pay karyawan, 
memperlihatkan efektivitas PP 58/2023 dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan di 
perusahaan. 

Uji normalitas Shapiro-wilk dilakukan pada data 2023 dan 2024 dengan hasil sebagai berikut: 

   Sumber : Data Olahan SPSS, 2025 

Uji normalitas Shapiro–Wilk menunjukkan bahwa penghasilan bersih tahun 2023 berdistribusi 
normal (p = 0,271), sedangkan tahun 2024 tidak normal (p = 0,017). Oleh karena analisis 
perbandingan berpasangan bergantung pada distribusi selisih, uji normalitas kemudian dilakukan 
terhadap variabel selisih penghasilan bersih (Diff_THP_Net = THP_Net_2024 – THP_Net_2023), 
dengan hasil, sebagai berikut : 

  Sumber : Data Olahan SPSS, 2025 

Uji normalitas menggunakan Shapiro–Wilk menghasilkan nilai p = 0,001 (<0,05), sehingga 
data selisih tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, uji hipotesis dilanjutkan menggunakan 
Wilcoxon Signed Rank Test. Dengan hasil, sebagai Berikut: 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

THP_Net_2023 29 27.012.500 209.884.518 114.884.476,19 52.051.133,154 

THP_Net_2024 29 65.565.000 236.708.645 131.447.566,92 42.050.296,235 

Valid N (listwise) 29     
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     Sumber : Data Olahan SPSS, 2025 

Hasil pengujian menunjukkan nilai Z = –3,384 dengan p = 0,001 (<0,05), sehingga hipotesis 
nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha1) diterima. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan 
signifikan antara penghasilan bersih karyawan pada tahun 2023 dan 2024. Dengan kata lain, 
penerapan PP 58/2023 memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan penghasilan bersih 
karyawan. 

Pembahasan 

Hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah bahwa penerapan PP 58/2023 berpengaruh 
signifikan terhadap penghasilan bersih karyawan tetap. Peningkatan rata-rata take home pay sebesar 
Rp16,56 juta per tahun setelah penerapan tarif efektif rata-rata (TER) menunjukkan bahwa kebijakan 
baru lebih menguntungkan karyawan dibandingkan dengan sistem tarif progresif. 

Secara teoretis, temuan ini sejalan dengan fungsi redistribusi dan stabilisasi dalam teori fiskal 
(Musgrave, 2018), di mana pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi 
juga memengaruhi distribusi pendapatan masyarakat. Dengan berkurangnya potongan pajak, 
kesejahteraan karyawan meningkat, yang pada gilirannya dapat memperkuat daya beli dan stabilitas 
ekonomi. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian terdahulu oleh (Harahap, 2023) dan (Fitria Novi Nuraini, 
2024) yang menegaskan bahwa PP 58/2023 menyederhanakan administrasi PPh 21 sekaligus 
memberikan manfaat praktis bagi wajib pajak. Namun, temuan juga mendukung pendapat Hanifah 
& Hayati (2024) bahwa kebijakan TER masih perlu dikaji lebih lanjut karena potensi kelebihan 
potongan dapat muncul pada penghasilan tidak tetap. 

Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kebijakan PP 58/2023 tidak 
hanya berperan dalam penyederhanaan administrasi perpajakan, tetapi juga memiliki dampak positif 
terhadap penghasilan bersih karyawan tetap. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Hasil analisis penghasilan bersih karyawan tetap PT BCD pada tahun 2023 (sebelum PP 
58/2023) dan tahun 2024 (sesudah PP 58/2023) menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan 
antara kedua periode.  

Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan PP 58/2023 dengan metode Tarif Efektif Rata-
rata (TER) memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan penghasilan bersih (take home pay) 
karyawan tetap dibandingkan dengan metode tarif progresif yang digunakan sebelumnya. 

Saran 

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan 
kompensasi karyawan agar lebih efisien dan mendukung kesejahteraan karyawan. 

Bagi pemerintah, diperlukan sosialisasi yang lebih luas mengenai implementasi PP 58/2023 
agar tidak menimbulkan kebingungan dalam praktik perhitungan PPh 21. 

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain, seperti kepatuhan 
pajak atau persepsi karyawan, serta memperluas objek penelitian ke berbagai sektor untuk 
memperkaya hasil penelitian. 

 

Test Statistics  

 THP_Net_2024 - THP_Net_2023 

Z -3,384b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 
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